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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris
Anak Angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan,
merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah yakni: 1).
Bagaimana pembagian waris anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan? 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian
waris anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan?

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada
tokoh masyarakat, tokoh agama serta dengan keluarga yang melakukan pembagian
waris anak angkat. Yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian waris anak angkat di
Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, merupakan bentuk
upaya menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan keluarganya, juga merupakan
bentuk kasih sayang kepada anak angkat. Meskipun pembagian waris anak angkat
dengan sistem sama rata tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Anak angkat
hanya bisa menerima wasiat wajibah dengan kadar tidak lebih dari 1/3 bagian harta
peninggalan. Jika ada yang mendapat lebih dari 1/3, menurut beberapa imam
mazhab harus dirundingkan dahulu dengan ahli warisnya yang sah.

Namun demikian, sebagai saran diharapkan kepada tokoh masyarakat atau
tokoh agama yang memiliki kemampuan dibidang hukum Islam khususnya tentang
kewarisan hendaknya memberikan arahan apabila ada kasus seperti itu lagi. Dan
bagi masyarakat yang tidak paham dengan sistem kewarisan diwajibkan untuk
bertanya kepada siapa pun yang ahli dibidang tersebut. Supaya tidak ada kasus
yang sama seperti itu lagi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga
peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Peristiwa
kelahiran seseorang dapat menimbulkan akibat hukum, seperti timbulnya
hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan
keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat
hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan. Peristiwa kematian
juga bisa menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada
keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang
tersebut.

Bila dikalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu
meninggalkan harta, dalam hal kemana dan bagaimana cara peralihan harta
orang yang sudah meninggal itu, umat Islam harus merujuk pada ajaran Islam
yang sudah tertuang dalam hukum waris.!

Waris dalam bahasa yaitu berpindahnya suatu barang dari seseorang
kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.? Ilmu yang
mempelajari waris disebut ilmu faraid. yang diartikan oleh para ulama’ faraid

‘uyun bisa disebut juga mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan

L Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 41.
2 Muhammad Ali Ash-Shabuni, pembagian waris menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), 33.



kadarnya. Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang
meninggal kepada orang yang masih hidup, yang biasa disebut sebagai ahli
waris.?

Dalam istilah hukum di Indonesia, [lmu faraid disebut dengan hukum
waris yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta
kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Harta warisan dalam istilah faraid
dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang
yang meninggal, baik berupa uang atau barang lainnya yang dibenarkan oleh
syariat islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya yang masih hidup.*

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat
teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap
manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Dijelaskan

dalam Qur’an Suarat An-Nisa (4) ayat 7 yang berbunyi :
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“Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,
dan bagi perempuan ada hak bagian (pula ) dari harta peninggalan kedua orang tua
’5

dan kerabatnya, baik sendikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan

berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari

¥ Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) , 13.

4 Amin Husaen Nasution, Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemekiran Mujtahid dan
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 50.

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanleema) 78.



jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Jumlah bagian
untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta
yang ditinggalkan. Begitu juga, jumlah harta itu tunduk kepada ketentun yang
berlaku.’

Dalam hukum Islam, untuk menjadi ahli waris, harus ada hubungan
antara pewaris dengan orang yang mewarisi. Hubungan pewaris dengan ahli
waris ada tiga, yaitu. Pertama, hubungan perkawinan yang sah, seorang istri
dapat mewarisi harta suaminya, begitu juga seorang suami dapat juga mewaris
istrinya. Kedua, hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang disebut nasab
(keturunan)’. Hubungan nasab dibagi menjadi tiga macam, pertama ahli waris
yang bagiannya telah ditentukan yang disebut ashab al-furud, kedua ahli waris
yang tidak ditentukan dengan pasti bagiannya. Hanya menerima sisa harta
dari penerima pertama yang disebut asabah, ketiga ahli waris yang tidak
termasuk kedalam dua kelompok tersebut yang disebut dhawi al-arham.®
Ketiga, hubungan karena memerdekakan budak atau biasa disebut wala’’

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena
sudah sejak dulu pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan
yang berbeda-beda. Dalam pengangkatan anak harus sesuai prosedur yang
berlaku sesuai dengan Undang-undang. Muderis Zaini mengatakan dalam

bukunya bahwa pengangkatana anak adalah salah satu usaha yang dilakukan

& Amir Syarifuddin, Hukum kewarisan Islam, 22.

7M. Jawad Mughniyah, Terjemah Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2001), 540.
8 Bisri M. Jaelani, Ensiklopedi Islam, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007). 477

® M. Jawad Mughniyah, Terjemah Figh Lima Mazhab, 540.



manusia yang pada umumnya tidak akan puas dengan apa yang di alaminya,
yaitu benturan naluri manusiawi mengenai keinginan untuk mempunyai anak
dengan takdir Ilahi yang tidak mewujudkan keinginan tersebut.!”
Permasalahan anak angkat ini telah berlaku sebelum datangnya Islam.
Bahkan, setelah Islam datang, masalah pengangkatan anak masih tersebar luas
di masyrakat Arab sehingga Nabi Muhammad sendiri pernah menganangkat
anak, yakni Zaid bin Haritsah. Pada mulanya Zaid tersebut adalah seorang
budak yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuailid kepada Nabi Muhammad.
Kemudian dimerdekakan oleh beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta
mengganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. !' Setelah Nabi
Muhammad di utus menjadi Rasulullah. Maka turunlah wahyu surat Al-Ahzab
(33) ayat 4 dan 5 yang berbunyi :
aigal 24k Oyallsd SN s gas s By @ B S A s
N PPRELE s U U bR T SUH IR TR AT AT PP
35 18535l 3 B8 2ReT 1,205 f 06 B i ol 4 1 1423
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“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai
ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu
saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan
(vang benar). Panggil mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu

10 Muderis Zaini, Adopsi suatu Tinjauan dari tida sistem hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) 1.
1 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’ammal Hamidy,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 309.



terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (vang ada dosanya) apa yang
disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”'?

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada larangan yang ketat masalah
pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Islam
memperbolehkan untuk mempelihara anak orang lain yang tidak mampu,
miskin, terlantar, dan yang lainnya. Akan tetapi tidak boleh memutuskan
hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut
harus didasarkan atas penyantunan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
Dengan demikian pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam
segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala
kebutuhannya bukan sebagai anak kandung.

Menurut Muhammad Yusuf Qardhawi bahwa pengangkatan anak tidak
diperbolehkan dalam islam karena akan berakibat pada pergaulan anak
tersebut pada keluarga angkat yang bukan mahram. Begitu pula dengan hak
waris anak angkat tersebut yang akan menghalangi ahli waris yang lebih
berhak menurut ketentuan ilmu faraid.”?

Juga didalam hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan

dasar dan sebab mewaris, karena dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris

namun dijelaskan bagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2)

12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanleema), 274.
13 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, 314.



bahwa memberi kedudukan istimewa dengan memberikan wasiat wajibah
kepada anak angkat paling banyak 1/3 dari harta warisan orang tua anaknya.'*

Berbeda dengan keadaan pembagian waris anak angkat yang ada di desa
Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dalam pembagian
harta warisan, anak angkat dan anak kandung mendapatkan bagian sama rata,
dalam keluarga ini cara pembagian harta warisan dengan adat atau kebiasaan
supaya tetap adil. Anak angkat dalam pembagian harta warisan di Desa
Takerharjo ini bisa bertentangan dengan hukum Islam dimana seharusnya
anak angkat tetap tidak mendapatkan harta warisan kecuali diberi wasiat oleh
orang tua angkatnya.

Pada umumnya anak angkat memiliki kedudukan hukum sendiri berbeda
dengan anak kandung, sehingga dalam hak kewarisan tidak bisa disamakan.
Maka dari itu, penulis ingin mencoba mengkaji lebih jauh bagaimana
sebenarnya konsep yang dijadikan acuan dalam pembagian harta kewarisan
untuk anak angkat serta pandangan masyarakat mengenai pembagian harta
waris anak angkat dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam
terhadap pembagian waris anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan

Solokuro Kabupaten Lamongan”

14 Habibburahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011)
him 75.



B.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang masalah penulis diatas, disini penulis memberikan
pemaparan dan pemahaman tentang ruang lingkup dan identifikasi masalasah
dalam penelitian ini, meliputi:
1. Dampak pembagian waris anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan
Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Pembagian waris anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian waris anak angkat di
Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten lamongan.
4. Analisis hukum islam terhadap pembagian waris anak angkat di Desa
Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
Dari identifikasi di atas, maka penulis memberikan batasan masalah
agar lebih terarah dan lebih jelas, yaitu:
1. Pembagian warisan anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan.
2. Analisis hukum Islam terhadap pembagian waris anak angkat di Desa
Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
Rumusan Masalah
Dari batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis
memberikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pembagian waris anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan

Solokuro Kabupaten Lamongan?



2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian waris anak angkat di
Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat
penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian
yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam
penelitian ini adalah pembagian waris terhadap anak angkat di Desa
Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Skripsi ini merupakan karya tulis pertama yang membahas mengenai
pembagian waris anak angkat. Adapun pembahasan tentang pembagian waris
yang sudah pernah dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya, antara lain:

1. Pada skripsi karya saudara Radinal Mukhtar Harahap pada tahun 2011
yang berjudul “Tinjuan hukum Islam terhadap proses penetapan waris
anak angkat masyarakat Batak di Desa Portibi Julu, Sumatera Utara”
penilitian tersebut lebih membahas tentang proses penetapan waris anak
angkat pada masyarakat Batak.'> Skripsi ini membahas proses penetapan
waris anak angkat masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara
serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penetapan waris
anak angkat pada masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara.
Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pengangkatan anak dan

penetapan waris adat pada masyarakat Batak di desa Portibi julu,

15 Radinal Mukhtar Harahap, Tinjauan hukum islam terhadap proses penetapan waris anak angkat
Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu, Sumatera Utara, (Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Ampel Surabaya) 2011.



bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang melarang
pengangkatan anak dengan maksud mengubah nasab kekeluargaan yang
berdampak pada terhalangnya anak kandung menerima waris. Anak
angkat juga tidak berhak untuk menghapus bagian waris keluarga pewaris
kesamping.

Pada skripsi karya saudari Elista Tri Handari pada Tahun 2012 yang
berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap putusan Kepala Desa
Sambopingir Kecamatan Karangbinagun Kabupaten Lamongan tentang
penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat” penelitian tersebut
lebih membahas putusan Kepala Desa Sambopingir tentang penguasaan
seluruh harta waris oleh anak angkat.!® Skripsi ini membahas dasar
hukum yang digunakan dalam putusan kepala desa Sambopinggir
kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan terhadap penguasaan
seluruh harta waris oleh anak angkat serta analisis Hukum Islam terhadap
putusan kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak
angkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan kepala desa
Sambo Pinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
dimenangkan oleh anak angkat. Menurut pertimbangan mereka status
anak angkat sama seperti anak kandung sehingga bisa mewarisi harta

waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Hal ini tentunya

16 Elista Tri Handari, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Kepala Desa Sambopingir
Kecamatan Karangbinagun Kabupaten Lamongan tentang penguasaan seluruh harta waris anak
angkat. (Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), 2012.



sangat bertentangan dengan hukum Islam. Yang tidak menyamakan
bahwa anak angkat adalah anak kandung dan didalam hukum Islam
menegaskan bahwa tidak ada waris bagi anak angkat, anak angkat hanya
bisa mendapat wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 bagian.

3. Pada skripsi karya saudari Tienke Vyatra Putri pada Tahun 2014 yang
berjudul “Kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua
angkatnya (studi penurut hukum adat suku tengger di desa ngadas
kecamatan poncokusumo Kabupaten Malang)” Penelitian tersebut lebih
membahas pembagian kewarisan sebagai anak angkat pada masyarakat
suku tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang, juga melakukan penelitian mnegenai hambatan serta
penyelesaian dalam melakukan pembagian harta waris anak angkat.!’
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan
terhadap kedudukan anak angkat serta apakah hambatan dan bagaimana
upayah penyelesaian dalam pelaksanaan pembagian harta warisan
terhadap anak angkat pada masyarakat adat suku Tengger di Desa Ngadas
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Kesimpulan yang didapat
dari penelitian ini adalah untuk warga masyarakat Tengger desa Ngadas
kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang menganut sistem
kekeluargaan parental, yaitu menarik garis keturunan dari ayah dan ibu.

Untuk pembagian harta warisan bagi anak angkat, terdapat dua cara yaitu

17 Tienke Vyatra Putri, Kedudukan Anak Angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya (studi
menurut hukum adat suku tengger di desa Ngadas Kecamatan Koncokusumo Kabupaten Malang),
(Fak Hukum Universitas Brawijaya Malang), 2014.



warisan dibagi sebelum adanya peristiwa kematian dan warisan dibagi
setelah adanya peristiwa kematian. Harta dibagi dengan sama rata antara
anak angkat dan anak kandung. Proses pembagian warisan setelah
kematian dilakukan di kantor kepala desa untuk menimalisir konflik yang
kemungkinan terjadi disela-sela proses musyawarah pembagian warisan.
4. Pada skripsi karya Saudari Linda Fri Filia pada Tahun 2011 yang berjudul
“Status Anak Angkat dalam kewarisan menurut kompilasi Hukum Islam”
Penelitian tersebut lebih membahas kedudukan anak angkat terhadap
harta waris serta menjelaskan bagaimana kedudukan anak angkat dan
orang tua angkat terhadap harta warisan yang ada dalam kompilasi
Hukum Islam.!® Skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan
anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak angkat
dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak angkat dan orang tua
angkat terhadap harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Jika
melihat dari mana harta yang diberikan kepada anak angkat, serta jumlah
yang diberikan menurut Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari
penelitian ini kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam
adalah tetap sebagai anak angkat yang sah berdasarkan putusan
pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab. Anak angkat juga

tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat tetapi dalam pasal 209

18 inda Fri Filia, Status Anak Angkat dalam kewarisan menurut kompilasi Hukum Islam, (Fak
Hukum Universitas Andalas Padang), 2011



KHI menjelaskan bahwa anak angkat mendapatkan hak wasiat wajibah
dengan bagian 1/3.

Pada skripsi karya Saudari Putri Zunia Ariska pada Tahun 2017 yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian wasiat dengan
kadar lebih dari 1/3 harta peninggalan kepada anak angkat (studi kasus di
Desa Kemudi duduk sampeyan Kabupaten Gresik)” penelitian tersebut
lebih membahas tentang pemberian wasiat dengan kadar lebih dari 1/3
harta peninggalan kepada anak angkat.'® Penelitian ini membahas tentang
kronologi pembagian wasiat dengan kadar lebih dari 1/3 harta
peninggalan kepada anak angkat serta tinjauan Hukum Islam terhadap
pemberian wasiat dengan kadar lebih dari 1/3 harta peninggalan kepada
anak angkat di desa Kemudi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten
Gresik. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemberian wasiat
melebihi 1/3 harta peninggalan kepada anak angkat disebabkan oleh
permintaan dari pihak ayah kandung kepada ibu angkatnya dengan tujuan
supaya anak angkat bisa merawat ibu angkatnya dengan baik, meskipun
dalam hal ini ahli waris tidak menyetujuinya. Pemberian wasiat tersebut
tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an dan Hadist begitu juga
dengan pendapat ulama’. Selain itu juga tidak sesuai dengan pasal 195

ayat 2 KHIL.

19 Putri Zunia Avriska, Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian wasiat dengan kadar lebih dari
1/3 harta peninggalab kepada anak angkat (studi kasus di Desa Kemudi duduk sampeyan
Kabupaten Gresik), Fak Syari’ah dan Hukum Universitas Isam Negeri Sunan Ampel Surabaya),

2017.



Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan diatas sangatlah jelas
bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi
sebelumnya karena skripsi ini menggunakan pisau analisis hukum Islam, yang
mana hukum yang dipakai adalah kitab figih dan Kompilasi Hukum Islam.
Juga didalam skripsi ini lebih menekankan pada alasan tentang pembagian
waris anak angkat yang dilakukan masyarakat desa Takerharjo Kecamatan
Solokuro Kabupaten Lamongan.

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pembagian waris anak angkat di Desa
Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembagian waris anak
angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten lamongan.

Kegunaan Hasil Penelitian

Dari Permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca pada umumnya.
Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni :

1. Aspek Teoritis
Sebagai sarana media transformasi agar dapat memperluas asupan
cakrawala pemikiran dan keilmuan yang berkaitan dengan masalah

pembagian waris anak angkat dan menambah koleksi karya ilmiah untuk



pengembangan ilmu hukum Islam khususnya di UIN Sunan Ampel
Surabaya.
2. Aspek Praktis
Sebagai acuan bagi masyarakat di Desa Takerharjo Kecamatan
Solokuro Kabupaten Lamongan, tentang pembagian waris yang sesuai
ketentuan hukum islam, yang bersandar pada ilmu faraid. Dengan hal ini
adalah Kompilasi Hukum Islam dan kaidah Fiqih.
G. Definisi Operasional
Dalam definisi operasional ini dijelaskan maksud dari konsep atau
variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan sabagai acuan dalam menelusuri,
menguji, atau mengatur variabel penelitian. Adapaun yang dimaksud definisi
operasional penelitian adalah:

1. Hukum Islam: peraturan kewarisan yang bersumber dari Al-Qur’an,
Hadist, kompilasi hukum Islam dan hasil ijtihad ulama. Dalam konteks ini
yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pembagian Waris: proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan
kepada ahli waris.

3. Anak angkat: anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil,
dipelihara, dan diperlakukan sebagai halnya anak keturunannya sendiri.
Baik anak angkat dari keluarga atau dari orang lain.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara yang tepat untuk melakukan

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara teliti sebagai untuk menemukan,



mengembangkan dan menguji kebenaran supaya dapat tercapai suatu tujuan,
atau cara untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada:
Adapun data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dihimpun dari
sumbernya yaitu:
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang akan
diperoleh selama penelitian. Sesuai dengan penelitian yang diambil oleh
penulis dengan membahas Analisis Hukum Islam terhadap pembagian
waris anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan, maka data yang diperlukan yaitu:
a. Data mengenai keluarga yang mempunyai anak angkat
b. Data tentang sistem pembagian harta waris anak angkat
c. Data bagian harta waris anak angkat
d. Data ahli waris dan urutan prioritasnya
e. Kententuan hukum Islam tentang pembagian harta waris menurut
hukum Islam yakni, Kitab Figh dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Sumber Data
Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian,
apabila terjadi suatu kesalahan dalam menggunakan sumber data maka data
yang didapatkan oleh peneliti akan tidak sesuai pada yang diharapkan oleh

karena itu peneliti harus memahami sumber data mana yang seharusnya



digunakan, sehingga sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder.?’
a. Sumber primer
Sumber primer adalah sumber dasar yang diperoleh langsung dari
narasumber yang ada untuk memperoleh informasi yang berhubungan
dengan penelitian ini.?! Sumber primer itu antara lain:
a) Respondens: Tiga keluarga yang melakukan pembagian waris anak
angkat
b) Informan:
1) Kepala Desa Takerharjo
2) Tokoh Agama Desa Takerharjo
b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder yaitu sumber tidak langsung yang diperoleh oleh
peneliti dari subyek penelitiannya. Biasanya berwujud dokumentasi atau
sumber lain yang telah tersedia. Sumber sekunder bisa juga disebut
sumber penunjang.?? yang termasuk dalam sumber sekunder adalah:
a) Kartu Keluarga
b) Akta anak angkat
c) Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, Surabaya,

mahkota, cet. V, 2001.

20 Burhan Bungin, Metodologi penelitian sosial (format-format kuantitatif dan kualitatif),
(Surabaya, Airlangga Unversity Press,2011), 129

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 9
22 Saifudin Anwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91



d) Muhammad Ali Hasan, Hukum waris dalam Islam, Jakarta, Bulan
Bintang, 1996.
e) Muhammad Jawad Mugniya, Figih Lima Mazhab, Jakarta, Lentera,
2007.
f) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 14, Bandung, PT. Al-Maarif, 1988.
g) Fathur Rahman, Ilmu Waris, Bandung, PT. Al-Maarif, 1971.
h) Ahmad Roriq, Figih Waris, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1990.
i) Habibburahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,
Jakarta, Kencana, 2011.
j) Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam,
Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2007.
k) Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Kencana, 2004.
1) M Ali Hasan, Hukum Kewarisan dalam Islam, Jakarta, Bulan
Bintang, 1996.
m) Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media, 2005
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan Kualitatif atau Penelitian Lapangan. Diantaranya
adalah dengan menggunakan cara, yakni:
a. Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal,?®* dalam

artian bahwa metode ini digunakan tanya jawab lisan antara dua

23S, Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000) 133.



orang atau lebih secara langsung,?* yang bertujuan untuk menggali
dan mendapatkan data yang sempurna tentang proses pembagian
waris terhadap anak angkat di Desa Takerharjo.

Penulis melakukan wawancara kepada keluarga yang
melakukan pembagian waris terhadap anak angkat, Kepala Desa dan
Tokoh Masyarakat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menulusuri data historis.?> Dalam penelitian ini
dokumen dapat berupa data tentang kewarisan terhadap anak
angkat.

Pengumpulan data yang aka dilakukan dengan teknik
dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari
data sekunder berupa foto kegiatan penelitian di Desa Takerharjo
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Analisis

Data Analisis data adalah proses tranformasi data dengan
tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat,
memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan

keputusa.?® Dalam analisis data kualitatif, beberapa hal yang

24 Husain Usman, Metodologi Penelitian Social, (Jakarta: Kencana, 2007) 94.
25 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Format-format kuantitatif dan kualitatif), 152
2% Restu Kartiko Widi, Asas metodologi penelitian, (Yogyakarta: Graha llmu, 2010), 253.



dapat dilakukan secara simultan antara lain melakukan
pengumpulan data dari lapangan, membaginya kedalam kategori
dengan tema yang spesifik, memformat data menjadi gambaran
umum dan mengubah gambaran tersebut menjadi teks naratif.?’
Dan juga bisa diamati melalui berikut:
a. Analisis Deskriptif
Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat gambaran
mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akuran
mengenai fakta-fakta. Penelitian menggunakan metode ini
untuk mengetahui gambaran tentang konsep pembagian waris
anak angkat di tinjau dari Hukum Islam.
b. Pola Pikir Deduktif
Menggambarkan prinsip umum Hukum Islam untuk
kemudian digunakan untuk menganalisis praktek pembagian
waris anak angkat di lapangan. Kesimpulan yang didapatkan
tentu bersifat khusus.
I.  Sistematika Pembahasan
Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan antara
satu dengan yang lain, untuk itu diperlukan suatu sistematika pembahasan.
Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab

dengan pembahasan sebagai berikut:

27 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 162.



Bab pertama, pada bab ini adalah sebuah kerangka awal penelitian yang
akan digunakan untuk mengalurkan suatu cara atau teknis dalam penelitian
secara sistematis. Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang memuat suatu
uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian
dilakukan identifikasi masalah yang ada dan memberikan pembatasan masalah
yang akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah, yang
kemudian menentukan tujuan peneli Juga memuat tentang kajian pustaka
berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh
peneliti untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sejenis
sebelumnya. Yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan
hasil penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang
merupakan penjelasan lebih rinci dari pada variabel yang akan diteliti.
Kemudian terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan
penelitian dan dalam penulisaannya menggunakan sistematika pembahasan
sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang digunakan sebagai pisau
analisis untuk mengkaji data dalam penelitian ini. Di bab ini akan ditelaah dari
berbagai sumber buku yang berisi teori tentang masalah sistem kewarisan di
dalam Hukum Islam. Dalam bab ini berisi konsep kewarisan Islam dalam
hukum Islam meliputi pengertian waris, rukun dan syarat waris, dasar-dasar
hukum waris Islam, sebab-sebab menerima warisan, penghalang menerima

warisan, asas-asas kewarisan Islam, dan kewarisan anak angkat dalam Islam.



Bab ketiga merupakan gambaran umum objek penelitian tentang
pembagian waris anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan. Pada bab ini, penulis menguraikan tiga pokok
permasalahan yaitu pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang
meliputi peta geografis dan peta demografis. Kedua tentang sekilas terhadap
latar belakang permasalahan anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan
Solokuro Kabupaten Lamongan. Ketiga pembagian waris bagi anak angkat di
Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, menguraikan tentang perpaduan pembahasan bab tiga
yang dianalisis menggunakan bab dua terkait masalah yang dibahas diawal
bab pertama dengan pisau analisa Hukum Islam terhadap pembagian waris
anak angkat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
Sehingga dari bab empat ini dapat menemukan hasil dari analisa.

Bab kelima, merupakan akhir atau penutup dari kesuluruhan isi
pembahasan skripsi, bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas
permasalahan yang terdapat di latar belakang kemudian disertakan saran yang

diperlukan.



BABII
SISTEM KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Kewarisan
Waris dalam bahasa arab disebut a/-mirats bentuk masdar dari kata
waritsa-yaritsu-irtsa-miratsa. Yang bermakna berpindahnya sesuatu dari
seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya.

Dalam firman Allah QS. An-Naml (27) ayat 16 yang berbunyi:

L8150 A e Ul A e W 2 e 005 305 DUl &5

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia,
kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala
sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang
berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.
Sedangkan makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah
berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah,
atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.!

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama
yang keseluruhannya mengambil dari bahasa arab, yaitu : waris, warisan,
pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum waris,

memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang

1 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1995), 33.
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menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan
memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini. Untuk
maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan pusaka yaitu nama lain
dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku
dilingkungan adat Minangkabau.?

Kata faraid merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang diartikan
oleh para ulama farodiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang
telah ditentukan kadarnya. Kata fardu sebagai suku kata dari kata faridah,
menurut bahasa mempunyai beberapa arti yaitu sebagai berupa:

1. Taqdir, yaitu suatu ketentuan Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah (2) ayat

237 yang berbunyi

2
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“.. padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka
bayarlah % dari mahar yang sudah kamu tentukan itu...”

2. Inzal, yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah SWT surat Al-
Qashash (28) ayat 85 yang berbunyi :

..... Sas ) 250 080 Gl o8 o) )

“Sesungguhnya yang menurunkan atas (melaksanakan hukum-

hukum) Al-Qur’an, benar-benar akan mengembalikan kamu ketempat
kembali....”

Istilah diatas dapat digunakan sebab ilmu faraidh mengandung saham-

saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah

2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), 6.



dijelaskan oleh Allah SWT. Tentang halalnya sesuai dengan peraturan yang
telah ditentukan.

Wahbah Az-Zuhailiy menjelaskan bahwa definisi dari warisan adalah
segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan atau hak kepemilikan yang
ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya
yang telah ditentukan oleh syari’at.?

Peninggalan dalam bahasa arab disebut al-tirkah yang dikenal
dikalangan fuqaha adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik
berupa harta atau yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh
orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan.*

B. Rukun dan Syarat Waris
Dalam hukum kewarisan Islam terdapat syarat dan rukun waris yaitu
sebagai berikut:
1. Syarat —syarat kewarisan yaitu:
a) Meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki maupun secara
hukum.
b) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris
meninggal dunia.
c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian

masing-masing.

3 Wahbah Az-Zuhailiy, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 9, (Beirut : Dar Al-fikr, 1997), 7697.
4 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris menurut Islam, 33.



Syarat pertama, meninggalnya pewaris yaitu bahwa seorang telah
meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari
mereka, atau vonis yang ditetapkan oleh hakim kepada seseorang yang tidak
diketahui keberadaanya.

Menurut ulama meninggalnya pewaris dibedakan menjadi 3 (tiga)
macam yaitu:

1) Mati hagigi, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu
sudah berwujud padanya, kematian ini dapat disaksikan dengan pancaindra
dan dapat di buktikan dengan alat bukti.

2) Mati hukmi, yaitu suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik
pada hakikatnya seseorang masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan
antara hidup dan mati.

3) Mati taqgdiri, yaitu suatu kematian yang bukan hakiki atau bukan hukmy,
tetapi hanya berdasarkan dugaan keras. Contoh kematian seorang bayi
yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya.’

Syarat kedua, Masih hidup para ahli waris maksudnya adalah
pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara
syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki
hak untuk mewarisi.

Syarat ketiga, diketahuinya posisi ahli waris dalam hal ini posisi para
ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami istri, kerabat dan

sebagainnya sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang

> Fatchur Rahman, limu waris (Bandung: PT Al-Maarif,1999), 80.



harus diberikan pada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris
perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang
diterima.b

2. Rukun ada 3 (tiga) yaitu:

a) Pewaris (al-muwaris) yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli
warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.

b) Ahli waris (waris) yaitu mereka yang berhak menguasai atau menerima
harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan
(nasb) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

c) Harta warisan (a/- ma urus) yaitu segala jenis benda atau kepemilikan
yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah, dan sebagainnya.

C. Dasar dan Sumber Hukum Pembagian Waris Islam
Dasar dan sumber hukum pembagian waris Islam adalah nas atau teks
yang terdapat dalam al-Qur’an, hadist yang langsung mengatur kewarisan
sebagai berikut:
1. Al-Qur’an

a. Surat An-Nisa’ (4) ayat 8
Byad V33 28 1sl5sg 43 (A3l sty (sl () sl Basall Soas 133

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim,
dan orang miskin maka beerilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik™

& Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris menurut Islam, 40.
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT Sygma Examedia
Arkanleema), 78.



b. Surat An-Nisa’ (4) ayat 11
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“Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka)
untuk anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang
ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia
memperoleh %. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing
1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak, jika orang yang meninggal tidak punya anak dan ia diwarisi oleh
1bu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3, jika yang meninggal
itu memiliki beberapa saudara, maka ibu mendapat 1/6. (pembagian-
pembagian diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan sudah
dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaat
bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah
SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.®

Surat An-Nisa’ (4) ayat 12

z 20 < ‘n/‘v“)’,’f/‘,a (AN PR

& Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT Sygma Examedia
Arkanleema),78



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat
yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu
lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”’

d. QS. An-Nisa’ (4) ayat 13

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari
Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Niscaya Allah
memasukkanya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang
besar.”?

e. QS. An-Nisa’ (4) ayat 176
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu)
Jjika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai
anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya (saudara
perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara
yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia
tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,
maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika
mereka (ahli waris itu terdiri dari ) saudara-saudara laki-laki dan
perempuan, maka bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu’11

2. Hadist

a.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A :

Joy oY seb i Lob el b s Ll ik Te Loy ade 1 Lo o) JB
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“Nabi Muhammad SAW, Bersabda Berikanlah harta pusaka
kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-
laki yang lebih utama (HR. Bukhari-Muslim)

Hadist Riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah SAW,

memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut Kitab Al-

Qur’an dan sabdanya :

Boglasly dans elg)) 8 ol s 25,801 Lol Gy JW Vgarsdl

“Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (Al-
Qur’an)’, (HR. Muslim dan Abu Dawud).

D. Sebab-Sebab Menerima Warisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang

meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan

11 1bid, 106.

12 Al-lmam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shohih Muslim, Juz 111, 1234.
13 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori, juz VII, 5



harta peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakalah ada sebab-

sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya adapun sebab-sebab

tersebut adalah:!#

1. Pernikahan (an-nikah)

Pernikahan yang sah menurut Islam merupakan ikatan untuk
mempertemukan seorang laki-laki dengan perempuan selama ikatan
pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup
yang membantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama.
Oleh karena itu, adalah bijaksana kalau Allah memberikan sebagian
tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah
satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.'>

Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan yang sah adalah
perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam'® yaitu akad yang
kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.!”Perkawinan tersebut harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah
sebagai mana yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1946
jo undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.!3

Suami dapat mewarisi istri atau istri dapat mewarisi suami jika

pernikahan tersebut dilakukan dengan akad yang sah menurut syariat,

4 Usman Suparman, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama,

1997.) 28.

15 Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), 22

16 pasal 4,

Kompilasi hukum Islam.

7 Ibid, pasal 2.
18 |bid, pasal 5 ayat (1) dan (2).



baik pasangan suami istri itu sudah dukhul atau belum.!® Suami atau istri
tidak dapat mewarisi jika pernikahan mereka tersebut fasid atau batal.
2. Kekerabatan (an-nasb)

Kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dan ahli
waris. Kekerabatan ini terdiri atas al-furu’ (keturunan kebawa), al-ushul
(keturunan keatas), dan al-hawasyi (keturunan menyamping).2°

Kekerabatan adalah penyebab pokok kewarisan. Hal ini
disebabkan oleh ikatan yang sangat kuat antara pewaris dan ahli waris.?!
Jika perkawinan dapat putus melalui perceraian, maka kekerabatan tidak
dapat putus dengan cara apapun.

Pengelompokan ahli waris menurut hubungan nasab antara pewaris
dan ahli waris menjadi 4 (empat) golongan??:

a. Bunuwah yaitu anak keturunan (cabang) yakni anak dan cucu.

b. Ubuwah yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris,
yakni ayah dan ibu sampai ke atas.

c. Ukhuwah yaitu kerabat mayyit yang merupakan anak turunan
(cabang) dari leluhur (pokok) seperti saudara laki-laki, saudara
perempuan dan anak-anaknya.

d.  ‘Umumah yaitu paman dan keturunannya.

19 Abdul Aziz Muhammad Sulaiman, Al- Kunuz al-Maliyah fi al-Faraidh al-jailiyah, (Riyadh: Al-
Maktabah, tt), 9

20 Usman Suparman, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, 29.

21 Muhammad Syabat Jundy, al-Mirats fi al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 61.

22 \Wahbah Az-Zuhayliy, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu Juz 10, (Beirut: Dar al- Fikr, 1997),
7703.



Muhammad Syahad Jundy, dalam kitab a/-Mirats ti al-Syari’at al-
Islamiyah, mengelompokkan kekerabatan menurut cara memperoleh waris
menjadi tiga golongan.

Adapun orang yang menerima harta warisan berdasarkan
kekerabatan, ada tiga macam :

1) Ashab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari
harta warisan.

2) ‘Asabah ‘Ushubah Nasabiyah, yaitu ahli waris yang menerima bagian
yang tidak tertentu. Ahli waris ini mendapat sisa harta warisan yang
telah diambil oleh ashab al-furud.

3) Dhawi al-arham, yaitu ahli waris yang tidak termasuk kedalam dua
kelompok tersebut diatas.??

3. Wala’ atau perwalian
Wala’ adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena
membebaskan budak atau karena adanya perjanjian tolong menolong dan
sumpah setia antar seorang dengan yang lain. Namun, yang menjadi
penyebab waris adalah wala’ al-atagah. wala’ muwalah tidak menjadi
penyebab waris.?*
E. Sebab-Sebab Penghalang Menerima Warisan

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta

peninggalan si pewaris, yaitu :

23 Fatchur Rachman, llmu Waris, (Bandung: PT Alma’arif, 1971), 113.
% 1bid, 121 - 122.



1) Perbudakan (hambah sahaya)

Hambah sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya
sebab kalau dia mewarisi berarti harta warisannya itu akan diminta oleh
majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hambah
sahaya yang menerima warisan tersebut.

Para fugaha juga telah menggariskan bahwa hambah sahaya beserta
barang-barang yang dimilikinya berada dibawa kekuasaan majikannya.
Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya
agar harta warisan itu tidak jatuh ketangan majikannya.?’

Seorang budak, sekalipun sekalipun budak mukattab, tidak dapat
mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli
warisnya, ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap
mengurusi harta-harta milik, dan status kekeluargaanya terputus dan ahli
warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap
orang yang tidak memiliki harta sedikit pun.?®

2) Pembunuhan

Pembunuhan adalah membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli

waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang
27

membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewari.

Ketentuan ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW

25 Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, 30.

%6 Usman Suparman, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, 33.

27 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika,
1995), 54.
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Artinya “Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda
pembunuh tidak boleh mewarisi” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)?3.

3) Perbedaan agama
Perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi
kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Jumhul
ulama telah sepakat dan menetapkan bahwa orang kafir tidak berhak
mendapat warisan muslim demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hadist
Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
St CCFTEATIERN

Artinya : Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan
orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim

Berdasarkan hadist tersebut semua imam madzhab berpendapat
sama. Namum sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh
mewarisi harta orang kafir tetapi sebaliknya tidak boleh. Karena
kedudukan orang Islam lebih tinggi dari siapapun, tidak ada satupun yang
mengunggulinya.3’

F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam dalam literatur hukum Islam adalah salah

satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari

orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.

28 Tirmizi, Abi ‘lsa Muhammad, Jamli’ al-shaheh Sunan Tirmizi, juz IV (Beirut : Dar a-Kutub al-
‘lmiyah, 295 H), 370.

2% |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid IIl, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.414

%0 Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, 34-35.



Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang
disampaikan oleh Nabi Muhammad, hukum kewarisan Islam mengandung
berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan
Islam yang bersumber dari akan manusia. Disamping itu hukum kewarisan
Islam dalam harta tertentu mempunyai corak tertentu, berbeda dengan
hukum kewarisan yang lain.

Dari ayat hukum kewarisan Islam serta sunah Nabi Muhammad
SAW, dapat digalih suatu asas kewarisan yang nantinya dapat dijadikan
dalam menyelesaikan harta waris. Diantaranya asas tersebut yaitu:

1. Asas Ijbari

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan, yaitu
melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hukum kewarisan
Islam berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal
kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah
tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli
waris.

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat
dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta
yang beralih. Adapun ada beberapa unsur ijbari sebagai berikut:

a) Unsur ijbari dari segi peralihan harta, yaitu harta orang yang mati
itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa

kecuali Allah SWT.



b)

Unsur ijbari dari segi jumlah harta, yaitu bagian atau hak ahli waris
dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT,
sehingga pewaris dan ahli waris tidak mempunyai hak untuk
menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan.

Asas ijbari dari segi penerima peralihan harta, yaitu mereka yang
berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti,
sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat
mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau

mengeluarkan orang lain.!

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa

warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa

seseorang menerima harta warisan dari kedua belah pihak garis kerabat,

yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis

keturunan perempuan. Seperti yang tertulis dalam surat An-Nisa’ (4)

ayat 7, 11,12, dan 176 dari ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki

berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan juga dari pihak ibu.

Sedangkan dari ayat 11,12, dan 176 sudah jelas bahwa kewarisan

itu beralih kepada anak ke ayah dan ibu, juga kepada saudara dari kedua

belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan. 3

2

3. Asas Individual

31 Amir Syaifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet 1 (Jakarta : Prenada Media, 2004), 17-19.

32 1bid 19-21.



Asas individual yaitu setiap ahli waris secara individu berhala tas
bagian yang didapatnya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya. Ketentuan
asas ini terdapat dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 yang
menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak menerima harta
tersebut, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan. 33
Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antar hak dan
kewajiban yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara
mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan
hak kewarisan dalam Islam, artinya pria dan wanita mendapat hak yang
sama kuat dalam harta kewarisan sesuai dengan apa yang ada di Al-
Qur’an.

Ada dua bentuk jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan
perempuan, yaitu :

a) Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan,
seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat 1/6 dalam keadaan
pewaris meninggalkan anak kandung, sebagai mana dalam ayat 11
surat An-Nisa’.

b) Laki-laki memeperoleh lebih banyak atau dua kali lipat dari
perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak
perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara

perempuan dalam ayat 176.

33 |bid, 21.



Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima
hak, terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti
tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur
dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi dikaitkan
kepada kegunaan dan kebutuhan.**

5. Asas semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian berlaku setelah yang mempunyai
harta meninggal dunia. Asa ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat
beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai
harta masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya
mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian
semata atau yang ada dalam hukum perdata dan tidak mengenal
kewarisan aatas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup.

Oleh karena itu hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya
peralihan harta semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan
perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih dengan kewarisan
seandainya dia masih hidup dan harta berlaku setelah yang mempunyai
harta meninggal dunia.’®

6. Asas Ikhtiyati
Asas ikhtiyati yaitu asas memilih antara memakai hukum Islam

atau hukum lainnya dalam membagi harta warisan. Menurut Masjfuk

34 Ibid, 24-25.
3 Suhrawardi K. Lubis (eds), Hukum Waris Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 38.



Zuhdi, dalam masalah pembagian waris, apabila terdapat penyimpangan
dari ketentuan hukum faraid itu atas kesepakatan bersama hasil
musyawarah, maka sudah jelas dibolehkan. Misalnya anak laki-laki
dengan ikhlas mau bagian warisnya sama dengan bagian saudaranya
perempuan, maka diperbolehkan bukan menyimpang yang dilarang oleh
agama Islam.3¢
G. Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam
1) Pengertian Anak Angkat
Menurut berbagai pakar mereka mempunyai definisi yang berbeda,
antara lain:

a) Anak angkat ialah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh
orang tua angkat menurut hukum setempat, dikarenakan tujuan untuk
kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas kekayaan rumah
tangga.’’

b) Anak angkat adalah anak orang lain yang memiliki hubungan
kekeluargaan yang sama seperti orang tua terhadap anak kandungnya

sendiri.?®

3 Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997), 206.

37 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumi, 1980), 202.

38 Muderis Zaini, Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan
11, 1995), 5.



Dalam bahasa Arab istilah anak angkat ada 2, yaitu:*

a) Tabanni adalah proses pengambilan anak orang lain sebagai anak
kandung sendiri dengan pemberlakuan hukum yang berlaku atas anak
kandung sendiri.

b) Lugata adalah proses pengangkatan anak yang ditemukan dijalan atau
tidak diketahui orang tuanya untuk diperlakukan sebagai anak kandung
sendiri.

Perbedaan antara dua istilah diatas adalah bahwa tabanny ialah
proses pengangkatan anak yang keluarganya diketahui dengan jelas,
sedangkan lugata ialah pengangkatan anak yang keluarganya tidak jelas
diketahui.

Perbedaan diatas berdampak pada pola pengasuhan yang berlaku.
Tabanni, akibatnya proses pengangkatan dilakukan dengan sepengetahuan
keluarga kandung, berakibat juga pada putusnya hubungan anak dengan
keluarganya. Sedangkan, /ugata tidak memutuskan hubungan dengan
keluarga kandungnya.*?

Menurut Muhammad Y usuf Qardawi bahwa Islam hanya mengakui
bentuk pengangkatan anak sebagaimana diistilahkan oleh lugata dengan
arti mendidik dan memelihara, tanpa adanya dampak putusnya nasab,

kewarisan dan juga perwalian dengan kelurga kandung.*!

39 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer,

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 142-178.

40 1bid, 159.

41 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’amal Hamidy,
(Surabaya: PT. Bina ILmu, 2007), 314.



2) Penyebab Pengangkatan Anak

Muderis Zaini, menjelaskan dalam bukunya Adopsi Sesuatu

Tinjauvan dari Tiga Sistem Hukum, bahwa latar belakang pengangkatan

anak bermotif antara lain:*?

1.

2.

6.

7.

Karena tidak bisa mempunyai keturunan.
Karena belas kasihan dengan anak tersebut disebabkan orang tua anak

tersebut tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.

. Karena belas kasihan dengan anak tersebut karena anak itu tidak

memiliki orang tua atau yatim.

. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

. Sebagai pemancingan bagi yang tidak mempunyai anak agar bisa

mempunyai anak kandung sendiri.
Untuk menambah tenaga dalam keluarga.

Sebagai penyambung keturuan bagi yang tidak mempunyai keturunan

3) Hukum Mengangkat Anak

Kebiasaan mengangkat anak adalah tradisi yang sudah ada sejak

zaman Jahiliyah dan dibenarkan diawal kedatangan Islam. Bahkan

Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebelum beliau

diutus Allah SWT sebgai nabi, kemudian Allah SWT menurunkan surat

Al-Ahzab ayat 4 sebagai larangan tentang perbuatan tersebuat, yang

berbunyi:

42 Muderis Zaini, Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem Hukum, 15.
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“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya;
dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu,
dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah
mengatakan yang sebenarnya dan dia menujukkan jalan (yang benar)
Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun untuk
menjelaskan keadaan Zaid bin Haritsah bekas budak Rasullah SAW
sebelum diangkatnya menjadi anak, sampai-sampai dia dipanggil Zaid bin
Muhammad, maka Allah SWT ingin memutuskan mengangkatan anak ini
dan larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya,
dalam ayat selanjutanya yakni ayat 5 yang berbunyi:
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“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu
menegtahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika
kamu khilaftentang itu, tetapi (vang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
Pengangkatan anak yang mengakibatkan terputusnya nasab anak itu

dengan keluarga kandungnya dan berpindah kepada keluarga angkatnya

tidak diperbolehkan dalam Islam.**

43 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : PT Sygma Examedia
Arkanleema),
4 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’amal Hamidy, 310.



Bahwa hal tersebut bisa dikatakan pemalsuan terhadap realita yakni
pemalsuan menjadikan seorang yang asing dalam keluarga menjadi begitu
bebas dalam bergaul dengan keluarga baru yang bukan mahramnya. Anak
angkat laki-laki, misalnya, dapat bergaul bebas dengan saudara perempuan
angkatnya atau ibu angkatnya tanpa ada batasan mengenai mahram,
begitu pula sebaliknya.*’

Pengangkatan anak yang diakui Islam adalah dalam hal mendidik
dan memelihara saja, bukan pergantian nasab, perwalian, juga kewarisan
sebagaimana pengertian /ugata diatas.

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa perbedaan hukum antara tabanni
yang berdampak pada putusnya hubungan nasab dengan kelurga
kandungnya dan lugata yang tidak berdampak seperti itu adalah antara
haram dan fardhu kifayah.

4) Waris Anak Angkat dalam Islam

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa hukum pengangkatan anak
berkaitan dengan terputusnya nasab terhadap keluarga kandung dan
tersambungnya nasab terhadap keluarga angkat. Islam tidak memberikan
bagian waris bagi anak angkat dikarenakan tidak memenuhi syarat
mewarisi yakni nasab atau keturunan.*®

Dijelaskan dalam Islam bahwa ahli waris adalah orang yang

dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan yakni dari hubungan darah,

4 Wahbah Az-Zuhayliy, Figih Imam Syafi’l juz 2, terj Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta:
al-Mahira, 2010), 415.
46 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’amal Hamidy, 310.



hubungan perkawinan ataupun bisa juga dari memerdekaan hamba sahaya,
sedangkan anak angkat karena tidak diperbolehkan memutuskan
hubungan dan hak-hak lainnya dengan orang tua kandungnya maka anak
angkat tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya.

Namun demikian, anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah
dari orang tua angkatnya melalu ketentuan yang ditetapkan oleh
Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 209 ayat 2 yang
berbunyi bahwa ank angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua
angkatnya paling banyak 1/3 bagian.*” Hal demikian untuk melindungi
para ahli waris lainnya. Sedangkan wasiat untuk mencerminkan keinginan
terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan, keinginan

pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris.*8

47 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (2)
48 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 149.



BAB III
WARIS ANAK ANGKAT DI DESA TAKERHARJO KECAMATAN
SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN
A. Gambaran Desa Takerharjo
Pada bab ini penulis akan menggambarkan objek penelitian, bagaimana
permasalahan anak angkat dan pembagian waris anak angkat di Desa
Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sebagai berikut:
1. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan yang merupakan salah satu dari 152 Desa yang
berada di Kabupaten Lamongan. Desa Takerharjo merupakan daerah
dataran sedang dengan ketinggian 65 meter diatas permukaan laut.
2. Sejarah Desa
Takerharjo adalah Desa di Kecamatan Solokuro, Kabupaten
Lamongan. Oleh masyarakat sekitar, Desa Takerharjo ini biasa disebut oleh
warga setempat dengan nama Takeran atau Keran. Y ang mana konon nama
Desa Takerharjo berasal dari nama Takeran dan Rejo (bahasa jawa) yang
berarti alat penakar dan ramia. Kata sahibul hikayat, dahulu kala di daerah
sekitar SD yang berada disebelah kiri jalan raya, orang biasanya melakukan
jual beli beras dan ukurannya dilakukan dengan Takeran. Banyak orang
yang berdatangan ke daerah itu untuk menjual atau membeli beras. Daerah
itu kemudian disebut dengan Takerharjo, yang artinya kurang lebih tempat

jual beli beras yang ramai.
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Konon pada zaman dahulu ada seorang pangeran Majapahit yang
bergelar Panji sedang dalam perjalanan menuju Demak. Di tengan
perjalanan, di daerah yang sekarang bernama Takerharjo itu sang pangeran
menderita sakit dan meninggal dunia. Jasad sang pangeran tersebut
dimakamkan di Desa Takerharjo. Untuk merawat serta menjaga makam
sang pangeran, beberapa orang pengawal dan abdi yang kono diantaranya
ada yang bernama Plontang, akhirnya menetap di daerah itu, lokasinya
diujung barat areal yang sekarang menjadi makam desa.

Di lokasi itu dulunya ada sebuah masjid, yang sia-sia pondasinya,
samar-samar sekarang masih bisa dilihat diantara semak dan rerumputan.
Makam Mbah Plontang yang sekarang menjadi masjid yang berada di ujung
makam desa, sedangkan makam sang Panji berada di sebelah utara Deasa
Takerharjo.

. Letak Geografis Desa Takerharjo

Secara geografis Desa Takerharjo terletak di antara 6°55°49” -
6°57°31” LS (Lintang Selatan) dan 112°23°25” - 112°25°25” BT (Bujur
Timur), 30 km di sebelah barat laut kota Lamongan. Letak Desa Takerharjo
cukup strategis karena berada dijalur akses menuju kawasan Wisata Bahari
Lamongan (WBL) dan makam Sunan Drajat, berjarak 10 km Dari Wisata
Bahari Lamongan dan 7 km dari makam Sunan Drajat. Wilayah Desa
Takerharjo terdiri dari 2 dusun, yakni Takerharjo (krajan) dan Petiyen
(pendukuhan) dengan luas wilayah 2.440 ha atau 24,40 km2. Dusun Petiyen

merupakan bagian dari Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten



Lamongan. Petiyen adalah sebuah Dusun yang terletak di daerah selatan
Kecamatan Solokuro. Jarak antara Desa ke Kota kurang lebih 30 km.

Sedangkan jarak Dusun Petiyen ke Desa Takerharjo kurang lebih 2
km. Jarak Desa Takerharjo ke Kecamatan Solokuro kurang lebih 7 km,
Desa Takerharjo merupakan daerah agraris, dimana sebagian besar
tanahnya digunakan sebagai lahan pertanian, hal ini dapat dilihat pada
penggunaan luas Desa yang luasnya 526,09 Ha itu sebagian besar
digunakan untuk lahan pertanian, yaitu untuk persawahan 279 Ha (52,03%)
dan untuk lahan kering 246 Ha (46,76%) sedangkan sisanya untuk lapangan
dan pasar kambing 3,05 Ha (0,66%) dari luas Desa Takerharjo.
a. Batas wilayah desa Takerharjo

Ada batasan-batasan dalam wilayah Desa Takerharjo dilihat dari

letak utara,selatan,barat,timur. Seperti yang ada pada tabel berikut ini:

b. Jumlah Penduduk

Desa Takerharjo dihuni oleh 1.728 KK (Kepala Keluarga) dengan
5.948 jiwa, terdiri dari 2.978 pria dan 2.970 wanita, sebagian besar
penduduk Desa Takerharjo bermata pencaharian sebagai petani dan
sebagian besar merantau ke luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi,
Dubai dll.

Sejak tanggal 12 Mei 1992 Desa Takerharjo menjadi bagian dari
kecamatan baru di Kabupaten Lamongan , yaitu Kecamatan Solokuro

dan Petiyen menjadi Dusun dari Desa Takerharjo itu sendiri. Adapun



nama-nama Kepala Desa yang dari awal berdiri sampai sekarang adalah

sebagai berikut:

. Lembaga Pendidikan di Desa Takerharjo

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam mencerdaskan
seorang anak dan dapat mempengaruhi pikiran untuk melakukan
tindakan. Di dalam pendidikan yang berada di Desa Takerharjo sudah
bisa dibilang sangatlah maju jika dilihat dari segi tingkatannya tapi
masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dari segi kualitasnya. Seperti
yang ada pada tabel dibawah, merupakan tingkatan lembaga pendidikan
yang berada di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan yaitu dari segi starta 1 ada 149 orang, tamat SLTA 432 orang
dan SLTP 320 orang dan yang tamat SD 87 orang. Dari data ini terlihat
bahwa pendidikan yang ada di Desa Takerharjo sudah tergolong cukup

maju dari sebelumnya.

Jumlah pendudukan dengan tingkat kelulusan pendidikan sangat
berpengaruh dalam suatu kemajuan masyarakat. Dalam tingkat
kelulusan segi pendidikan dari Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan memang sudah tergolong cukup maju seperti
yang tertera dalam tabel berikut ini:

. Sarana Perekonomian
Sarana perekonomian merupakan sarana yang menjadi bagian

penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dengan adanya



pasar, masyarakat bisa melakukan jual beli melalui pasar tersebut. Tidak
hanya pasar yang menjadi sarana satu-satunya di Desa Takerharjo,

masih ada juga yang lain seperti yang ada pada tabel berikut ini:

. Sosial Keagamaan

Mengenai kehidupan sosial keagamaan masyarakat di suatu desa
bisa dilihat secara umum dari berbagai sudut pandang, di antaranya
adalah bisa dilihat dari banyaknya sekolah yang berbasis agama dan juga
bisa dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada di Desa tersebut.

Masyarakat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan mayoritas beragama Islam dan sebagaian masyarakat Desa
Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan pernah
mengenyam pendidikan sekolah yang berlatar belakang agama Islam
maupun pendidikan umum, namun banyak juga dari masyarakat yang
tidak memahami tentang hukum-hukum Islam.

Sosial keagamaan masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan
Solokuro Kabupaten Lamongan sudah dapat dikatan massif dan
berkembang. Hal ini dapat dilihat dari acara keagamaan yang rutin
diadakan oleh masyarakat setempat seperti acara tahlilan, yasinan dan
pengajian umum yang ditekuni oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tempat peribadatan yang ada di Desa Takerharjo Kecamatan

Solokuro Kabupaten Lamongan juga cukup memadai dengan adanya



bangunan masjid dan beberapa mushollah yang terdapat di pemukiman

warga Desa setempat.!

B. Latar Belakang Pengangkatan Anak di Desa Takerharjo

Mengangkat anak sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia, ketika ada
keluarga yang tidak mempunyai anak solusi yang utama adalah mengangkat
anak atau dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai mengadopsi anak. Di Desa
Takerharjo juga seperti itu ada beberapa keluarga yang melakukan
pengangkatan anak, dikatakan oleh bapak Mat Sutikno selaku Kepala Desa
Takerharjo, memang benar bahwa di Desa ini ada beberapa keluarga yang
melakukan pengangkatan anak, baik itu mengangkat anak dari orang lain atau
mengangkat anak dari saudaranya sendiri.

Ada beberapa alasan yang mendasari keluarga tersebut mengangkat
anak, mulai dari keluarga itu tidak punya keturunan sampai ada juga yang
mengangkat karena merasa kasihan dengan anak itu karena kurang
mendapatkan haknya dari keluarganya sendiri. Tetapi kebanyakan di Desa ini
melakukan  pengangkatannya  secara  diam-diam, tidak dengan
mendaftarkannya ke PA terlebih dahulu, dikarenakan terlalu ribet dan
memakan biaya serta membutuhkan waktu yang lama.?

Dari beberapa kasus pengangkatan anak yang ada di Desa Takerharjo

penulis hanya mewawancarai 3 keluarga, karena ke-3 keluarga tersebut

1 Profil Desa Tahun 2019.
2 Wawancara, Mat Sutikno, 18 Februari 2020, Pukul 09.30 Wib



disamping melakukan pengangkatan anak juga melakukan pembagian waris
kepada anak anngkat yang menjadi fokus utama pada penelitian ini.

Pada keluarga 1 menjelaskan bahwa dulu mereka mengangkat anak saat
usia anak itu baru 8 tahun mereka mengangkat anak dari orang lain bukan dari
kerabatnya sendiri, di saat itu keluarga tersebut sudah mempunyai 3 anak
kandung. Dalam wawancara dengan anak angkatnya, beliau menjelaskan
alasan kenapa dia dijadikan anak angkat. Keluarga tersebut merasa kasihan
terhadap saya karena pada saat umur 8 tahun saya belum disekolahkan oleh
orang tua kandung saya, mulai dari situ saya diangkat dan disekolahkan oleh
orang tua angkat saya.

Dikeluarga angkat itu saya tidak pernah dibeda-bedakan selalu dianggap
sama bahkan saya sudah dianggap menjadi anak kandungnya sendiri. Tapi
pengangkatan saya tidak dilakukan secara sah menurut undang-undang, hanya
dilakukan dengan akad antara kedua orang tua kandung saya dan orang tua
angkat saya, karena pada saat itu kedua orang tua saya belum tahu tentang
tatacara pengangkatan anak.’

Pada keluarga ke-2 mereka mengangkat anak dari saudarannya sendiri.
Dari keterangan bapak T beliau di jadikan anak angkat pada usia 5 tahun,
karena pada saat itu orang tua angkat saya tidak bisa memiliki keturunan dan
sangat ingin menginginkan anak maka jalan satu-satunya adalah mengangkat

saya sebagai anak angkat mereka. Pada saat itu orang tua kandung saya juga

3 Wawancara, keluarga satu, Inisial dirahasiakan untuk menjaga privasi, 19 Februari 2020 pukul
16:00 wib.



setuju dengan dijadikannya saya sebagai anak angkat mereka, karena pada
tradisi Jawa mengangkat anak kerabat bukanlah hal yang tabu dan sudah
biasa, hal ini karena model pengangkatan anak yang seperti itu lebih
meyakinkan dan terpercaya, selain orang tua kandungnya jelas asal usulnya,
mereka juga lebih mudah untuk melakukan musyawarah dan perundingan. Jika
sudah jelas identitas orang tuanya mereka bisa menilai kualitas anak anngkat
tersebut.

Meskipun saya sudah mempunyai orang tua angkat baru tapi komunikasi
saya dengan orang tua kandung saya masih tejaga dengan baik. Waktu
pengangkatan saya hanya dilakukan dengan acara tasyakuran selametan biasa
tidak dilakukan secara sah sesuai undang-undang, tasyakuran itu diadakan di
rumah orang tua angkat saya, hal itu dilakukan sebagai wujud syukur kepada
Allah SWT, atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang memberi kesempatan
untuk mengangkat anak.*

Kasus pengangkatan anak yang terakhir yakni terjadi pada keluarga 3
mereka mengangkat anak pada tahun 1990, pada saat itu usia anak yang di
angkat masih 5 tahun, menurut keterangan dari keluarga tersebut mereka
mengangkat anak karena pada saat itu ingin mempunyai 2 anak tapi sudah
tidak bisa, maka mereka mengangkat anak dari orang lain.

Pengangkatan itu terjadi dengan perjanjian biasa tidak dengan

pengadilan agama karena dirasa terlalu ribet dan memakan biaya banyak, juga

4 Wawancara, Keluarga dua, Inisial dirahasiakan untuk menjaga privasi, 19 Februari 2020 Pukul
16:45 wib.



belum tentu kalau dikabulkan permohonannya. Meskipun pada saat itu saya
sudah mempunyai anak tetapi keinginan saya untuk mempunyai anak ke-2
terlalu tinggi sampai saya mengangkat anak dari orang lain, mereka juga tidak
pernah saya beda-bedakan. Saya sudah menganggap mereka seperti anak
kandung sendiri.’

Tidak hanya dengan ke-3 keluarga tersebut penulis juga melakukan
wawancara dengan tokoh masyarakat disana, dari keterangan bapak Ali selaku
tokoh masyarakat di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten
Lamongan, beliau menjelaskan kebiasan masyarakat yang kurang tahu tentang
pentingnya melakukan mengangkatan anak secara hukum juga tentang
metode atau cara pengangkatan anak yang sesuai dengan undang-undang.

Masyarakat lebih suka menggunakan cara yang biasa saja atau bisa
dikatakan juga dengan cara adat jawa yang mana cara tersebut terbukti lebih
menghemat waktu, biaya dan sudah jelas hasilnya. Meskipun sudah pernah
ditegur oleh Kepala Desa yang lama tapi masih saja tidak mau mengurusnya
sesuai undang-undang yang berlaku.

C. Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Takerharjo

Pelaksananan pembagian waris anak angkat di Desa Takerharjo
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sangatlah berbeda, di sana
seorang anak angkat bisa mendapatkan bagian yang sama dengan anak

kandung, ada juga yang mendapatkan lebih banyak dari anak kandung.

> Wawancara, Keluarga tiga, Inisial dirahasiakan untuk menjaga privasi. 20 Februari 2020, pukul
16: 10.



Meskipun statusnya anak angkat tapi di Desa tersebut tidak dibeda-bedakan
antara anak angkat dan anak kandung, karena masyarakat menganggap
mereka mempunyai kebutuhan yang sama dan hak yang sama. Dalam hal ini
juga pewaris yang meninggalkan hartanya lebih tenang dan adil jika bagian
anak angkat dan anak kandung disamakan, sehingga tidak menjadikan
perselisihan di kemudian hari.

Kata bapak Mat Sutikno sebagai Kepala Desa menyatakan
pengetahuannya tentang adanya proses mewarisi tersebut, bahwa proses
mewarisi anak angkat yang ada di Desa Takerharjo ada beberapa cara yakni,
dengan cara perdamaian, anak angkat yang mempunyai saudara angkat ketika
pembagian harta warisan mereka dikumpulkan untuk memberi kesepakatan
pembagian hartanya jadi tanpa adanya perselisihan.

Ada juga yang dibagi langsung oleh ahli waris yang lebih dekat, seperti
ibu atau bapaknya. Disini ibu atau bapak tersebut melihat seberapa giat atau
bekerja keras anak-anak mereka, baik itu anak angkat atau anak kandung jadi
siapa yang paling giat atau bekerja keras maka mereka mendapatkan yang
paling banyak, meskipun dengan cara seperti itu tetapi disini selalu menerima
dengan sepenuh hati dan tidak pernah ada perselisihan mengenai warisan.®

Berdasarkan keterangan Kepala Desa di atas masyarakat di Desa
Takerharjo menggunakan 2 cara untuk melakukan pembagian warisan

terhadap anak angkat, serta dalam jumlah yang diterima juga berbeda. Seperti

yang dilakukan keluarga 1 yang menggunakan cara pembagian sama rata,

6 Wawancara, Mat Sutikno, 18 Februari 2020, Pukul 09.30 Wib.



mereka menjelaskan bahwa waktu pembagian seluruh anak dikumpulkan, baik
itu anak kandung maupun anak angkat untuk musyawarah terkait pembagian
harta warisan dan pada saat itu warisan dibagi sama rata, tidak membedakan
antara anak kandung dan anak angkat. Dijelaskan oleh anak angkat sendiri,
bahwa dulu waktu ayah angkat saya meninggal kami dikumpulkan untuk
pembagian harta waris, pada waktu itu saya belum mengerti tentang status
anak angkat dalam pembagian waris, saya hanya mengikuti ibu angkat yang
membagikan warisan kepada saya dan ke-4 saudara saya.’

Berbeda dengan keluarga 1, di keluarga 2 ini membagikan seluruh
hartanya kepada anak angkat dikarenakan keluarga tersebut tidak memiliki
anak, dijelaskan oleh anak angkatnya bahwa pada saat pembagian harta
warisan, orang tua yang sudah meninggal dan meninggalkan harta warisannya
semua menjadi milik saya, karena saya adalah anak satu-satunya pada
keluarga itu, meskipun status saya cuma anak angkat dan yang tinggal dengan
orang tua angkat saya cuma saya sendiri, jadi saya yang merawat mereka
waktu sakit hingga mereka meninggal dunia. Harta warisan itu dapat diartikan
sebagai upah saya yang sudah merawat orang tua angkat saya, meskipun orang
tua angkat saya mempunyai saudara mereka tidak keberatan bahwa harta

orang tua angkat saya untuk saya semua.®

7 Wawancara, keluarga satu, Inisial dirahasiakan untuk menjaga privasi. 19 Februari 2020 pukul
16:00 wib.
8 Wawancara, keluarga dua, Inisial dirahasiakan untuk menjaga privasi, 19 Februari 2020 Pukul
16:45 wib.



Adapun keluarga 3 menjelaskan pembagian harta warisannya yang juga
berbeda dengan ke-2 keluarga di atas, dijelaskan oleh keluarga tersebut bahwa
dalam pembagian waris mereka lebih memprioritaskan anak yang giat dan
pekerja keras, meskipun anak tersebut anak angkat bukan menjadi penghalang
dia untuk mendapat warisan yang lebih banyak.

Menurut penjelasan anak angkatnya sendiri, membenarkan hal
pembagian yang seperti itu. Dulu waktu pembagian harta peninggalan ayah
angkat, saya dan saudara angkat dilungguhno atau didudukkan oleh ibu angkat
saya guna membagikan harta peninggalan ayah.

Di saat itu juga ibu angkat saya langsung membagi harta warisan dan
memberi tahu bahwa saya lah yang mendapat harta lebih banyak, dikarenakan
saya yang selalu menurut kepada orang tua dan juga banyak membantu waktu
berjualan dipasar, saya juga lebih banyak merawat ayah pada saat sedang
sakit. Meskipun begitu saudara angkat saya tidak banyak protes tentang hal
ini, dia menerima apa yang sudah diwasiatkan oleh ayahnya sendiri.’

Disamping keluarga yang membagikan waris peneliti juga melakukan
wawancara dengan 2 tokoh Agama di Desa Takerharjo, menurut Bapak Tsabit
selaku tokoh Agama di Desa Takerharjo menjelaskan pengetahuannya terkait
permasalahan pembagian waris anak angkat di Desanya. beliau menjelaskan
bahwa, saya tahu ada beberapa keluarga yang memiliki anak angkat dan

membagikan warisannya secara apa yang diinginkan tanpa melihat dari sisi

9 Wawancara, keluarga tiga, Inisial dirahasiakan untuk menjaga privasi. 20 Februari 2020, pukul
16: 10.



keagamaan, meskipun menurut mereka sudah adil tetapi jika dilihat dari sisi
Agama Islam pembagian yang seperti itu tidak sesuai dengan apa yang
dianjurkan.'®

Dijelaskan juga oleh Bapak khusnaini selaku tokoh Agama disana bahwa
beliau mengetahui tentang pembagian waris anak angkat, kebetulan ada
tentangga saya yang memiliki anak angkat dan ketika bapak angkatnya
meninggal anak angkat tersebut pendapatkan harta yang lebih banyak dari
anak kandung, meskipun saya tidak tahu cara pembagiannya tetapi ketika
anak angkat mendapatkan bagian lebih dari 1/3 itu sudah tidak sesuai dengan
apa yang ada di Agama Islam, di Agama Islam dijelaskan bahwa anak angkat

paling banyak hanya mendapat 1/3 bagian.!!

10 \Wawancara, Tsabit, 20 Februari 2020, Pukul 16. 55 Wib.
11 wWawancara, Khusnaini, 21 Februari 2020 Pukul 15.30 Wib.



BABIV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ANAK
ANGKAT DI DESA TAKERHAJO KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Desa Takerharjo

Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Masyarakat Desa Takerharjo, seperti yang dijelaskan sebelumnya

termasuk dalam kategori yang masih melestarikan budaya atau adat istiadat

nenek moyang mereka, baik dalam tindakan sosial ataupun dalam persoalan

agama. Terbukti sejumlah ritual yang telah menjadi adat kebiasaan sampai

sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan.

Seperti dalam hal pengangkatan anak, pengangkatan anak atau adopsi

merupakan hal yang sudah biasa di masyarakat Indonesia, seperti juga yang

terjadi di Desa Takerharjo. Hal tersebut menjadi salah satu pilihan bagi

pasangan suami istri yang tidak bisa dikaruniai anak. Dalam prakteknya,

terdapat 3 sistem hukum yang dapat menjadi pilihan yaitu hukum adat, hukum

perdata formil, dan hukum Islam. Masing-masing warga negara diberikan

kebebasan untuk memilih sistem hukum mana yang akan dipergunakan terkait

hukum kelurga tersebut.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum

terhadap hal yang berkaitan dengan hubungan darah dan perwalian. Menurut

hukum Islam, hubungan hukum anak angkat tetap dengan orang tua

kandungnya khususnya dalam hal perwalian ketika menikah dan kewarisan.
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Sehingga anak angkat tersebut tetap menggunakan nama dari ayah
kandunganya dan hanya dapat memperoleh warisan dari orang tua
kandungnya.

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan
darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkatnya. la
tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap
memakai nama dari ayah kandung ketika pada saat menikah nantinya.

Dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab Ayat 4 dan 5, yang berbunyi:

S Gk Sl o Sl e s B3 3 G 2 ) ) e
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“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai
ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu
saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan
(vang benar). Panggil mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (vang ada dosanya) apa yang
disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”!

Para ulama figih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak

mengakui lembaga pegangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanleema), 274.



yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari
hukum kekerabatan orangtua kandungnya dan masuk kedalam kekerabatan
orangtua angkatnya.

Menurut Muhammad Yusuf Qardhawi bahwa pengangkatan anak yang
mengakibatkan terputusnya nasab anak itu dengan keluarga kandungnya dan
berpindah kepada keluarga angkatnya tidak diperbolehkan dalam islam.?

Bahwa hal tersebut bisa dikatakan pemalsuan terhadap realita yakni
pemalsuan menjadikan seorang yang asing dalam keluarga menjadi begitu
bebas dalam bergaul dengan keluarga baru yang bukan mahramnya. Anak
angkat laki-laki, misalnya, dapat bergaul bebas dengan saudara perempuan
angkatnya atau ibu angkatnya tanpa ada batasan mengenai mahram, begitu
pula sebaliknya.?

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan
anak dalam arti memelihara demi kesejahteraan anak yang bersangkutan,
tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.
Artinya meskipun anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai
keperluannya sehari-hari oleh orang tua angkatnya, tetapi anak tersebut
dengan orang tua kandungnya masih tetap mempunyai hubungan hukum
dengan segala akibatnya. Pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai

bentuk ibadah kepada Allah SWT, kepedulian dan tanggungjawab sosial

2 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. H. Mu’amal Hamidy, 310.
3 Wahbah az-Zuhayliy, Figh Imam Syafi’l juz 2, terj Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, 415.



keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada
anak yang kurang beruntung.

Dengan kata lain pengangkatan dalam agama Islam disebut khadhonah
yang memiliki arti sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya
yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani,
mengusahakan pendidikannya sehingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi
kehidupan sebagai seorang muslim.

Perintah diatas sama juga dengan apa yang terdapat dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang
dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam Bab III bisa dilihat bahwa pengangkatan anak di Desa Takerharjo
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan masih menggunakan cara yang
tradisional tanpa adanya putusan dari pengadilan, yang mana hal tersebut
sudah bertentangan dengan apa yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Juga anak angkat disana sudah dianggap sebagai anak sendiri, seperti
yang diungkapkan ke-3 keluarga tersebut bahwa mereka sudah menganggap
anak angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa membanding-bandingkan hak
yang diberikan kepadanya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa
Takerharjo belum sesuai dengan ajaran agama Islam, dimana hukum Islam

tidak mengakui pengangkatan anak dengan cara menghilangkan nasab si anak



tersebut dengan orang tua kandungnya, hukum Islam hanya mengakui
pengangkatan dalam hal mendidik dan memelihara saja, bukan pergantian
nasab, perwalian, juga kewarisan sebagaimana pengertian luqata di atas.

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa perbedaan hukum antara tabanny yang
berdampak pada putusnya hubungan nasab dengan kelurga kandungnya dan
lugata yang tidak berdampak seperti itu adalah antara haram dan fardhu
kifayah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat di Desa

Takerharjo

Hukum kewarisan Islam dan wasiat merupakan dua bab yang
berhubungan, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan harta
peninggalan mayit. Dalam arti apapun yang ada pada saat seseorang
meninggal dunia.* Namun, kewarisan mempunyai sifat ijbari, yang bisa
diartikan sebagai paksaan. Maksudnya adalah bahwa pelarihan harta dari
seseorang yang telah meninggal dengan ahli warisnya berlaku dengan
sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kehendak pewaris
atau ahli waris yang lain. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris
terpaksa menerima kewarisan tersebut.’

Didalam hukum kewarisan Islam yang berlaku, hak mewaris timbul
karena adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Meskipun demikian hukum tetap melindungi kedudukan dari anak angkat

4 Amir syaifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media,2004), 208
> Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta:
Kencana, 2008), 68.



tersebut, yaitu dengan diperkenankannya menerima bagian dari harta
peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.®

Bicara soal hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil yang
membolehkan adanya pemberian waris terhadap anak angkat, namun alangkah
baiknya anak angkat tetap diberi harta peninggalan dari orang tua angkatnya,
yakni dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat dapat ditujukan kepada siapapun
sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang
masih dalam kandungan juga boleh menurut hukum.’

Statusnya sebagai anak angkat, sesuai dengan KHI ataupun Hukum
Islam, memberi hak untuk bisa menerima wasiat wajibah. Didalam KHI Pasal
209 ayat 2, dituliskan bahwa jika anak angkat tidak menerima wasiat maka
diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua
angkatnya. Dan juga seperti yang dikatakan Ibnu Hazm, bahwa anggota
kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan atau
karena ter-Aijab berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Jika dikaitkan dengan kasus pembagian waris anak angkat yang terjadi
di Desa Takerharjo, maka praktek pembagian waris tersebut jelas dilarang
agama Islam. Karena secara nash, anak angkat tidak mendapatkan waris
melainkan hanya mendapat wariat wajibah sebesar 1/3 bagian. Namun jika
kita lihat lebih dalam lagi ada unsur yang melatar belakangi anak angkat

tersebut mendapatkan warisan yang sama.

® Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kotemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), 370.
7 Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris (Jakarta: Peanada Media, 2009), 346



Praktek pemberian waris kepada anak angkat di masyarakat Desa
Takerharjo merupakan bentuk upaya menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan
keluarga. Juga sebagai bentuk kasih sayang kepada anak anngkat. Selain itu,
pemberian tersebut sebagai bentuk terimah kasih kepada anak angkat yang
sudah menjaga dan merawat orang tua angkatnya.

Namun semua itu perlu digaris bawahi bahwa kadar maksimal adalah
1/3 bagian. Maka jika melebihi dari itu, sesuai pendapat Imam Syafi’l maka
harus dirundingan dulu dengan ahli waris yang lainnya.

Untuk melindungi hak dari anak angkat tersebut, maka orang tua angkat
dapat memberi wasiat asalkan tidak lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan.
Pembatasan dalam memberi wasiat itu bertujuan agar tidak menghilangkan
hak para ahli waris untuk memperoleh bagian atas harta peninggalan pewaris.®

Sajuti Thalib menulis dalam bukunya bahwa apabila wasiat itu lebih dari
1/3 bagian maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Dikurangi sampai batas 1/3 harta peninggalan.

2. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima
waris, apakah mereka mengikhlaskan dan meridhakan kelebihan waris atas
1/3 harta peninggalan.

Kalau mengikhlaskannya, maka halal dan ‘7bahah hukumya pemberian

wasiat yang lebih dari 1/3 harta peninggalan tersebut®. Akan tetapi dalam

8 Suparno Usman, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005),
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kasus ini, karena semua ahli waris setuju maka diperbolehkan anak tersebut

menerima harta warisan melebihi 1/3 bagian.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dijabarkan dalam bab-

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1.

Proses pembagian waris terhadap anak angkat pada masyarakat Desa
Takerharjo berlangsung sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris yang
bersangkutan, mereka bermusyawarah untuk menentukan harta yang
dibagikan. Sedangkan, anak angkat sudah dianggap sebagai ahli waris yang
mendapat warisan, karena di Desa Takerharjo anak angkat sudah dianggap
sebagai anak kandung. Jadi, tidak dibeda-bedakan antara bagian anak

angkat dan anak kandung.

. Pembagian waris terhadap anak angkat pada masyarakat Desa Takerharjo

bertentangan dengan penetapan bagian waris alam hukum Islam. Dalam
hukum Islam, anak angkat hanya bisa menerima wasiat wajibah maksimal
hanya 1/3 bagian. Selebihnya menjadi hak ahli waris. Jadi, pembagian waris
terhadap anak angkat itu ditentukan dengan kesepakatan seluruh ahli waris
yang bersangkutan. Jika seluruh ahli waris setuju dan tidak merasa
keberatan dengan bagian yang di dapat anak angkat, dengan demikian maka

diperbolehkan.

B. Saran

Dibawa ini beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada

pihak yang bersangkutan:
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Kepada ulama dan ahli hukum Islam, agar melakukan upaya fungsional
agama Islam bagi setiap individu serta masyarakat. Dengan upaya ini
diharapkan masyarakat secara sadar dapat menghargai hukum yang
berlaku di Indonesia tentang pengangkatan anak serta menghindarkan diri
dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, adanya kejelian
dan perhatian khusus apakah yang kita lakukan menyimpang dari garis
hukum Islam maupun hukum positif. Karena kedua hukum tersebut
sangatlah penting bagi kita masyarakat Indonesia.

Kepada masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak atau mau
membagikan waris kepada anak angkat, hendaknya bertanya kepada
ahlinya. Karena sebagai umat Islam hendaknya saling tolong menolong

dan memberi tahu ketika ada perbuatan yang menyimpang dari hukum.
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